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PERATURANWALIKOTABANJARBARU
NOMOR 6 TAHUN2020

TENTANG

PERUBAHANKEDUAATASPERATURANWALIKOTABANJARBARU
NOMOR 41 TAHUN2019 TENTANG PENJABARANANGGARAN

PENDAPATANDANBELANJADAERAH
TAHUNANGGARAN2020

Menimbang

Mengingat

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

WALIKOTABANJARBARU,

a. bahwa ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran
2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau Mengahdapi
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan
Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor
177 /KMK.07 /2020 tentang Percepatan Penyesuaian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020
dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) serta Pengaman Daya Beli Masyarakat dan
Perekonomian Nasional, perlu melakukan perubahan
Kedua terhadap Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor
41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Walikota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2019 tentang
penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020.

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau Dalam rangka
menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perkonomian Nasional darr/ atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara republik
Indonesia Nomor 6485);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99
Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1560);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Berita Negara Kesatuan Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 655);
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18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
8/PMK.07/2020 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana
Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);

19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
19/PMK.07 /2020 Tahun 2020 Tentang Penyaluran
Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Insentif
Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka
Penanggulangan Corona Virus Desease 2019 (COVID-
19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 250);

20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam
rangkan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19)dan zatau Mengahdapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

21. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota
Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 15);

22. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota
Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 41);

23. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2020
tentang Perubahan Pertama Peraturan Walikota
Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun
2019 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURANWALIKOTABANJARBARU NOMOR TAHUN
2020 TENTANG PERUBAHANKEDUA ATAS PERATURAN
WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 41 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARANANGGARANPENDAPATANDAN
BELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2020.

PasalI

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 41 Tahun
2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Nomor ,
Tambahan Berita Daerah Kota Banjarbaru Nomor ) diubah sebagai berikut :
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1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun
Anggaran 2020 terdiri atas :
1. Pendapatan:

a. Pendapatan Asli Daerah
Semula
Berkurang
Jumlah Pendapatan Asli Daerah

b. Dana Perimbangan
Semula
Berkurang

- Jumlah Dana Perimbangan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

- Semula
- Berkurang
- Jumlah Lain PADyang Sah

2. Belanja Daerah :
1) Belanja Tidak Langsung
a. Belanja Pegawai

Semula
Berkurang
Jumlah Belanja Pegawai

b. Belanja Bunga
Semula
Berkurang
Jumlah Belanja Pegawai

c. Belanja Hibah

d. Belanja Bantuan Sosial

e. Belanja Tidak Terduga
Semula
Bertambah
Jumlah Belanja Pegawai

2) Belanja Langsung
a. Belanja Pegawai

Semula
Berkurang
Jumlah Belanja Pegawai

b. Belanja Barang dan Jasa
Semula
Berkurang
Jumlah Belanja Barang dan Jasa

c. Belanja Modal
Semula
Berkurang
Jumlah Belanja Modal

Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan

Surplus / (Defisit)
Rp. (103.559.269.650,00)

Rp. 241.220.508.075,00
Rp. 59.549.581.185,00
Rp. 181.670.926.890,00

Rp. 750.975.059.000,00
Rp. 68.095.465.000,00
Rp. 682.879.594.000,00

Rp. 166.678.364.345,00
Rp. 21.904.535.000,00
Rp. 144.773.829.345,00

Rp 421~20.256.457,00
Rp 18.673.400.000,00
Rp. 403.246.856.457,00

Rp
Rp

6.172.615.970,00
1.385.823.373,00

Rp. 4.786.792.597,00

Rp 34.201.662.619,00

Rp. 1.500.000.000,00

Rp 1.000.000.000,00
Rp 240.870.198.685,00
Rp. 241.870.198.685,00

Rp 52.067.393.000,00
Rp 17.836.314.269,00
Rp. 34.231.078.731,00

Rp.358.779.707.093,00
Rp. 170.742.966.493,00
Rp. 188.036.740.600.00

Rp. 398.627.816.301,00
Rp. 193.617.526.105,00
Rp. 205.010.290.196,00

Rp1.112.883.619.885,00
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2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasa12

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Banjarbaru Tahun Anggaran 2020.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota
Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada ta ggal 6 Mei 2020

Diundangkan di Banjarbaru
padatanggal 6 Mei2020

SEKRETARlS DAERAH,

SAl

H KOTA BANJARBARU TAHUN 2020 NOMOR 6


